
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1174, 2021 KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan 

Penumpang Umum. Kawasan Strategis Nasional. 

Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 83 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  

PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan 

angkutan penumpang umum yang selamat, aman, 

nyaman, dan terjangkau dalam kawasan strategis 

nasional, perlu penambahan penyediaan pelayanan 

angkutan penumpang umum dalam memberikan 

aksesibilitas pada kawasan strategis nasional; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam 

penyediaan pelayanan angkutan umum, sehingga perlu 

diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada 

Kawasan Strategis Nasional; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 559); 

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

7. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 873); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA 

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang 

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting secara nasional terhadap 

kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 

wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 

2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan 

mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari 

suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, 

lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta 

dipungut bayaran. 

3. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani 

dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum 

dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu 

atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal 

dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu 

tetap. 

4. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan 

dengan menggunakan mobil penumpang umum yang 

dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan. 

5. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum 

dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu 

trayek tertentu atau wilayah operasi tertentu. 

6. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk 

membiayai penugasan penyelenggaraan pelayanan, 

termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam 

tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang 

diberikan. 
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7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

8. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang 

bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan. 

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi. 

 

Pasal 2 

Kawasan Strategis Nasional terdiri atas: 

a. kawasan pariwisata;  

b. kawasan ekonomi khusus; atau 

c. Kawasan Strategis Nasional lainnya, 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB II 

PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA 

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan 

penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum 

pada Kawasan Strategis Nasional. 

(2) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan 

Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Dalam Trayek; dan/atau  

b. pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.  

(3) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan 

Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh: 
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a. Menteri, untuk pelayanan: 

1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Dalam Trayek yang melayani terminal 

penumpang tipe A, bandar udara, stasiun 

kereta api, dan/atau pelabuhan dengan 

Kawasan Strategis Nasional, serta antar-

Kawasan Strategis Nasional; dan 

2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan 

Strategis Nasional, 

sesuai dengan kewenangannya; 

b. gubernur, untuk pelayanan: 

1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Dalam Trayek yang melayani terminal 

tipe B, bandar udara, stasiun kereta api, 

dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis 

Nasional, serta antar-Kawasan Strategis 

Nasional; dan 

2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan 

Strategis Nasional, 

sesuai dengan kewenangannya; dan 

c. bupati/wali kota, untuk pelayanan: 

1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Dalam Trayek yang melayani terminal 

tipe C, bandar udara, stasiun kereta api, 

dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis 

Nasional, serta antar-Kawasan Strategis 

Nasional, dan 

2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan 

Strategis Nasional, 

sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal 4 

(1) Menteri menetapkan: 

a. jaringan layanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 

dan/atau 

b. wilayah operasi layanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,  

pada Kawasan Strategis Nasional. 

(2) Dalam menetapkan jaringan layanan dan/atau wilayah 

operasi layanan pada Kawasan Strategis Nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 

mendelegasikan kewenangan kepada: 

a. Direktur Jenderal, untuk jaringan layanan dan/atau 

wilayah operasi layanan di luar wilayah Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan 

b. Kepala Badan, untuk jaringan layanan dan/atau 

wilayah operasi layanan di wilayah Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

(3) Jaringan layanan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: 

a. asal dan tujuan; dan 

b. ruas jalan yang dilayani. 

(4) Wilayah operasi layanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 

sedikit meliputi: 

a. asal dan tujuan; dan 

b. kawasan/area yang dilayani. 

(5) Berdasarkan jaringan layanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan wilayah 

operasi layanan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur 

Jenderal atau Kepala Badan, gubernur, atau bupati/   

wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan 

trayek dan wilayah operasi. 
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Pasal 5 

(1) Untuk mengoptimalkan pengunaan jaringan layanan dan 

wilayah operasi layanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

dengan kewenangannya melaksanakan manajemen dan 

rekayasa lalu lintas pada Kawasan Strategis Nasional. 

(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian usaha 

dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, 

pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas 

berupa perlengkapan jalan. 

(3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. rambu lalu lintas; 

b. marka jalan; 

c. alat pemberi isyarat lalu lintas; 

d. alat penerangan jalan; 

e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; 

f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; 

g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan 

penyandang cacat; dan  

h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar 

badan jalan. 

(4) Menteri dapat memberikan bantuan kepada gubernur 

atau bupati/wali kota dalam menyediakan perlengkapan 

jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 6 

(1) Penyediaan pelayanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan 

pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan oleh perusahaan 

angkutan umum yang berbentuk badan hukum. 

(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berbentuk:  
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a. badan usaha milik negara;  

b. badan usaha milik daerah;  

c. perseroan terbatas; atau  

d. koperasi. 

(3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2), penyediaan pelayanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dapat 

dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha 

kecil. 

(4) Penyediaan pelayanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek oleh 

pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa pelayanan 

Angkutan Orang di Kawasan Tertentu. 

 

Pasal 7 

(1) Perusahaan angkutan umum yang melakukan 

penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan dan kriteria pelayanan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan 

angkutan orang; 

b. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan untuk 

melayani yang dilengkapi dengan sistem navigasi 

global berbasis satelit serta terhubung dengan 

sistem pengawasan pada Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat; 

c. menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di 

sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan 

yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin 

penggunaan lahan; 

d. memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan 

sekolah menengah kejuruan atau sederajat; 
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e. memiliki tenaga mekanik bersertifikat mekanik yang 

diterbitkan oleh agen pemegang merk; 

f. menguasai sistem tiket elektronik; dan 

g. memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem           

e-logbook perusahaan angkutan umum. 

(3) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. melalui trayek yang telah ditetapkan; 

b. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat 

yang sudah ditentukan; dan 

c. memenuhi standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 8 

(1) Perusahaan angkutan umum yang melakukan 

penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan 

angkutan orang; 

b. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan untuk 

melayani yang dilengkapi dengan sistem navigasi 

global berbasis satelit serta terhubung dengan 

sistem pengawasan pada Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat; 

c. menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di 

sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan 

yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin 

penggunaan lahan; 

d. memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan 

sekolah menengah kejuruan atau sederajat; 
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e. memiliki tenaga mekanik bersertifikat mekanik yang 

diterbitkan oleh agen pemegang merk; 

f. menguasai sistem tiket elektronik; dan 

g. memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem           

e-logbook perusahaan angkutan umum. 

(3) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. pelayanan angkutan berupa perjalanan atau paket 

perjalanan di Kawasan Strategis Nasional; 

b. beroperasi di ruas jalan yang dapat dilalui pada 

wilayah operasi tertentu di Kawasan Strategis 

Nasional; dan 

c. memenuhi standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 9 

(1) Pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sebagai 

perusahaan angkutan umum yang melakukan 

penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang di Kawasan 

Tertentu pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) harus memenuhi 

persyaratan dan kriteria pelayanan. 

(2) Persyaratan pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. memiliki perizinan berusaha untuk usaha mikro 

atau usaha kecil atau nomor induk berusaha; 

b. melakukan perawatan kendaraan bermotor secara 

berkala (servis besar dan servis kecil) yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel 

umum kendaraan bermotor yang memuat paling 

sedikit sistem rem utama dan rem parkir, sistem 

lampu, hasil uji emisi gas buang, sistem kemudi, 

sistem klakson, sistem spooring dan balancing, 

safety belt, dan sistem alat unjuk kecepatan 

(speedometer) berfungsi dengan baik; dan 
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c. memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem           

e-logbook perusahaan angkutan umum. 

(3) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. pelayanan angkutan berupa perjalanan atau paket 

perjalanan di kawasan tertentu pada Kawasan 

Strategis Nasional; 

b. beroperasi di ruas jalan pada jaringan jalan lokal 

dan jalan lingkungan yang dapat dilalui pada 

wilayah operasi tertentu di Kawasan Strategis 

Nasional; 

c. penggunaan mobil penumpang umum yang memiliki 

tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, 

termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya 

tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 

d. penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor 

dengan warna dasar hitam tulisan putih atau warna 

dasar kuning tulisan hitam sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan; 

e. kendaraan dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku; 

f. kendaraan dilengkapi dengan alat pemadam api 

ringan yang masih berfungsi dengan baik; dan 

g. memenuhi standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 10 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya memilih perusahaan angkutan umum 

yang menyelenggarakan pelayanan Angkutan Orang 

dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan 

pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan Strategis 

Nasional. 
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(2) Pemilihan perusahaan angkutan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pelelangan; atau 

b. seleksi. 

 

Pasal 11 

(1) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang dilakukan 

melalui proses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) huruf a diikuti oleh:  

a. badan usaha berbadan hukum yang bergerak di 

bidang angkutan umum; atau  

b. pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil, untuk 

pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu. 

(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru. 

(3) Proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya menetapkan pemenang lelang. 

(2) Dalam melakukan penetapan pemenang lelang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, 

atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya 

dapat menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Perusahaan angkutan umum yang ditetapkan sebagai 

pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan izin trayek. 

(4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan keputusan Menteri melalui Direktur 

Jenderal atau Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali 

kota sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal 13 

(1) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang dilakukan 

melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) huruf b diikuti oleh: 

a. badan usaha berbadan hukum yang bergerak di 

bidang angkutan umum; atau  

b. pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil, untuk 

pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu. 

(2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan untuk perpanjangan pelayanan. 

(3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB III 

SUBSIDI DAN KOMPENSASI 

 

Pasal 14 

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan angkutan 

penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional, 

perusahaan angkutan umum dapat diberi Subsidi atau 

Kompensasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah. 

(2) Pemberian Subsidi atau Kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perusahaan 

angkutan umum yang melayani trayek tertentu atau 

wilayah operasi tertentu. 

(3) Ketentuan mengenai trayek tertentu atau wilayah operasi 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

memenuhi kriteria yang meliputi: 

a. permintaan angkutan masih rendah; 

b. pelayanan angkutan masih rendah; dan/atau 

c. tidak ada perusahaan angkutan umum atau yang 

melayani. 
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Pasal 15 

(1) Perusahaan angkutan umum yang diberikan Subsidi 

atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

dipilih melalui proses: 

a. tender, yang diikuti oleh perusahaan angkutan 

umum; atau 

b. penunjukkan langsung kepada badan usaha milik 

negara atau badan usaha milik daerah yang 

bergerak di bidang angkutan umum. 

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilaksanakan berdasarkan penugasan. 

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diberikan dengan ketentuan: 

a. tidak terdapat perusahaan angkutan umum yang 

mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a; 

b. tidak cukup waktu untuk melakukan pelelangan; 

atau 

c. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, 

gubernur, atau bupati/wali kota. 

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota 

sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 16 

(1) Perusahaan angkutan umum hasil pemilihan melalui 

tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf a diberi Subsidi. 

(2) Perusahaan angkutan umum yang diberikan penugasan 

melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang merupakan badan 

usaha milik negara diberi Kompensasi oleh pemerintah 

pusat. 
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Pasal 17 

(1) Pemberian Subsidi atau Kompensasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam kontrak 

dengan perusahaan angkutan umum terpilih atau yang 

diberi penugasan. 

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan 

direksi atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 18 

Pemberian Subsidi atau Kompensasi bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. 

 

Pasal 19 

(1) Subsidi atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara dibayarkan setelah penyampaian laporan 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan 

umum. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

verifikasi oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau 

Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan Subsidi 

atau Kompensasi, kekurangan Subsidi atau Kompensasi 

dibayarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau 

Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melalui 

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara 

pada tahun berjalan atau tahun anggaran berikutnya. 

(4) Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan 

sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman 

verifikasi. 
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Pasal 20 

Menteri menetapkan pedoman komponen biaya yang 

diperhitungkan dalam pemberian Subsidi atau Kompensasi. 

 

BAB IV 

TARIF PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA 

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL 

 

Pasal 21 

(1) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang 

umum kelas nonekonomi pada Kawasan Strategis 

Nasional ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum. 

(2) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang 

umum kelas ekonomi pada Kawasan Strategis Nasional 

ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota 

sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang 

umum pada Kawasan Strategis Nasional yang dilakukan 

perusahaan angkutan umum yang mendapat Subsidi 

atau Kompensasi ditetapkan oleh Menteri, gubernur, 

atau bupati/wali kota sebagai pemberi Subsidi atau 

Kompensasi. 

 

Pasal 22 

Menteri menetapkan pedoman perhitungan besaran tarif 

penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum 

pada Kawasan Strategis Nasional. 

 

BAB V 

PENGAWASAN 

 

Pasal 23 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya melakukan pengawasan dalam 

penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum 

pada Kawasan Strategis Nasional. 
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 

(3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu 

sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit dilakukan terhadap: 

a. kesesuaian trayek angkutan atau wilayah operasi; 

b. tarif angkutan; dan 

c. standar pelayanan minimal. 

(5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian dalam 

penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum 

pada Kawasan Strategis Nasional, Menteri, gubernur, 

atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya 

dapat: 

a. menghentikan Subsidi atau Kompensasi; 

b. mengganti operator angkutan umum; 

c. merubah trayek layanan angkutan;  

d. merubah tarif layanan Subsidi atau Kompensasi; 

atau 

e. merubah kapasitas dan jenis kendaraan. 

(6) Dalam hal terjadi peningkatan jumlah penumpang 

berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota 

sesuai dengan kewenangannya dapat: 

a. menghentikan Subsidi atau Kompensasi; 

b. merubah tarif layanan Subsidi atau Kompensasi; 

atau 

c. merubah kapasitas dan jenis kendaraan. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 24 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan 

Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1635), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 25 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Oktober 2021 

           

  MENTERI PERHUBUNGAN 

  REPUBLIK INDONESIA, 

        

ttdttd 

 

  BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Oktober 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JEl'.1$ URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/U KU RAN/ SELAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
I. KEAMANAN 

a. Tikct pcnumpang MctUpakan bulnl Tanda bulnl Ke1cnedlann Paling scdildt " " pcmbayaran pembayaran dan memuat ldentitas 
pcnumpang ini>rmasi pcnumpang, 

pelayanan beaaran tarif, 
nomor kurs], asal 
tujunn, dan 
tanggal 
ktberangkntnn 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANOKUTAN ORANG DENOAN KENOARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK 

NASIONAL 

STRATEGIS KAWASAN PADA UMUM 

REPUBL!K INDONESIA 

NO MOR PM 83 TA HUN 2021 

TENTANO 

PENYELENOOARAAN ANOKUTAN PENUMPANO 

PERIIUBUNOAN MENTE RI 

LAMPIRAN 

PERATIJRAN 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 
NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 

b. Tanda pcngenal Mcrupakan buklJ Untuk Ketcnedlann Mcmuat nomor ,J 

bagaSt ban,ng yang mcngidcntuikasl bagasiyang 
d1masukkan di barang di bagasl ditcmpclkan pada 
ruang bagasl supaya tidak tikct dan pada 

tertukar barnng bagasi 

c. Alat pcmbcri Mcrupakan Untuk membcrikan I) Ketcncdiaan I) Harus tersedla ,J ,J 

informasl adanya pcrangkat inbrmasi dnn 21 Bcnruk 2) Lampu isyarat, 
bah a ya clcktronik yang komunikasi alat peiacakan, 

bcrisl mfonnasi tc,jndlnya bahaya dan/atau 
dan komu nika&! dl dalam 3) sistem navlgaai 
dcngan kcndanlan global (Global 
mcnggunakan Positioning 
!syarnt, gclom bang System) 
radio, dan/atau 
gclombang satellt 

d. Alat pcrnbcri Mcrupakan Untuk mcrnbcrikan I) Ketersedlaan I) Harus tcncdla ,J " informas! pos!s! pcrangkat !nbrmasl iokasl 21 Bcnruk 2) S!stcrn na,,tgnsi 
kcndaraan dcklronik yang kendaraan saat 3) Akseaibil!tas global (global 

bcrlsl lnformasi bcropcrasi positioning 
dnn komunikul syst~ 
dcngan 3) Pcmcrlntah 
mcnggunaknn dapot 
gdombang sate ht mengakses 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
e. Dafinr Mcrupakan daftar Untuk mengetahul Ketenedlaan Paling sedildt ,J ,J 

penumpang yang berisi ldenntas dan mcmuatnama 
ldentitas dan Jumlah pcnumpang, 
JUmlah penumpang alamat, perjalanan 
penumpang dan asal 

perjalanan, 
tanggal, tujuan 

(. Tonda pengenal II Papan lnformasl Sebagal ldcntllfts Ketenedlaan llarus te rsed IA ,J ,J 
awak kendaraan mcngcnai nama pengcmudl agar 

pengemudi yang diketahui 
dltempatkan di penumpang, scna 
ruang dapat dilakukan 
pcngcmudl pengawasan 

2) Seragam awak temadap jam ketja 
kendaman mcngcmudlnya 

3) Terdallar di 
slstem e-logbook 
Direktorat 
Jcndcral 
Perhubungan 
Darat 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 
NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 

g. Astsren I) Mcnguasal Untuk mcmbcrikan Kctcnedlann Harus 1crsedla ,J 
Pcngemudl bahasa aslng lnbnnasl dan 

minimal baha,ia komunil<asl dalam 
lnggrls pdayanan 

21 Mcngctahul 
infonnnsi 
t<rl<ait wilayah 
wisata 

3) Bcrpcnampllan 
mcnank 

h, lnfonnasl I) Mcrupakan Dip<rgunaknn olch K ct crscdlann Harns te rsedia v v 
gangguan bcrlsl nomor Pcnumpang 
keamanan dan/amu apabila 1ctjadi 

pcngi,duan gi,ngguan 
2) Bcrupa stil<cr, kcamanan pada 

tclcpon dan saat pclayanru1 
SMS tcnnasuk pada 

8381 pengemud! 
ugaJ.ugalan 

I lnfonnasl 1) lnformasl I) Sebagal ldcntltas Bcnruk Ukuran ,J v 
dolcumcn, trayek Kendaraan, kendaraan proporalonal sena 
dan ldcntlms lnformasl trayek unruk dlkctahul tldak mcngganggu 
kcndaraan yang dilayanl pcnumpang pandangan 

dan dllengkapl maupun 
logo pengguna jalru1 Kctcrscdlaan Horus tersedia 
eerhubunean lainnva 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
21 ldcntltas 2) Untuk 

kcndaraan memudahkan 
mcllputl jcnls pcnumpang 
pclayanan, mcngidmti&kasl 
kelas kendaraan yang 
pclayanan, dan akan ditumpangi 
narna 
pcrusahaan 
angkutan 
umum 

2. KESELAMATAN 
a. Pcnl!emudl 

I) Kondlsl Flslk Pfflgemudl dalam Seba gal buktl Schat a) Mcmlllld ~ " kcadaan schat pcng,emudl dalam sertifikat 
fislk dan mental kondlsl sehat Vaksin CoiAd· 

19 
b) Surat 

keterangan 
berbadan ""hat 
dari dokter 
sctiap 6 (cnam) 
bulan sckall 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 
NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 

2) Kompctcnsl Pengemudl Sebo gal bukli Telah mcnglkutl Mcnglkutl ,J ,J 

mrmllllu pengemudl pela11han pelatihan/ 
pengetahuan mengern cu lea pcnyegaran paling 
mcngcnali rute berlnlu hntaa scdikit I (aatu) kall 
pelayanan, dalam setahun 
mngpp darurat, 
dan pelayanan 

b. Lampu senter Alat penerangan Sebagal alat bantu Keterlledlaan Paling scd1klt ,J ,J 

ban tu penemngan pada 2 (dua) unit 
aaa1 kondisl 
darurat 

c. Alai pemukul/ Berupa martil Memccahkan kaca Ke1erscdlaan Paling sedr kl t ,J ,J 
pemcca.h kaca yang dilctakan di kcndaraan pada I (aatu) dalam 
(mart ill jendcla atau aaal kcadaan 2 (dual jendela 

tempat yang darurat 
teljangkau oleh 
pcnu mpang saat 
keadaan darurat 

d. Alat pemadam Tabung pemadnm Memadamkan apl Keuncdiaan Paling scdlklt ,J ,J 
apl r1ngan apl yang dengan cepat I (aatu) 1abung 
{APARI dllcmkkan di keaka 1Cljadi atau scsuaJ 

dalam kendaraan kebakaran dengan kebutu han 
jcnis kcndaraan 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 
NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 

c. Fasllitas Berupa Dlgunakan untuk Ketcrsedlann Paling sedildt ,J ,J 

Keoehatan pcrlengkapan penanganan I (saru) kotak 
pcrtolongan darurat kecclakaan pe,-lengkapan 
1""14ma pnda pcrtolongan 
keeetakaan (P3K) pertama pada 

kecelaknan (P3K) 
berts]: 
II kaca sterO; 
21 plester perekat; 
31 anti sepdk; dan 
4) gunung tajBm 

r Buku Pnnduan Buku panduan Memudahkan I) Kctcrsedlaan I) Harus tcrsedla ,J ,J 
Pcnumpang pcnumpang penumpang untuk 21 Bcnruk dan 21 Ttdak mudah 

tentang cara mcnyclamatkan letak sobck. rusak, 
pcnggunaan dlri dan orang lain dan pudar 
fasilltas tanggap pada saat tcrjadJ sena 
darurat pada saat kccelakaan dilctakkan di 
tcrjadl keeelakaan dalam 

kcndaraan 

Buku panduan Mcmudahkan II Ketcrsedlaan I) llarus tcrsedla ,J ,J 
do'a pada saat Pcnumpang untuk 21 Bcnruk dan pada sctlap 
pcrjBlanan bcrdoa sesua; letak tcmpat duduk 

dcngan ,-gama 21 Ttdak mudah 
kcpcrcayaan sobck. rusak, 
masln2-mas!n2 dan nudar 

2
0
2
1
, N

o
.1

1
7
4
 

-2
6
- 

w
w

w
.peraturan.go.id



JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
serta 
dilctaklcan di 
dalam 
kcndaraan 

g. Pintu Oarurat Bcnapa Jcndcla Sebaga, pintu KctCTSCdlaM Tersedia di sc:tlap ,J ,J 
yang keluar darurat kcndaraan 
mcmung)dnkan pada saat t~adl 
d1lepas pada saat kceclakaan atau 
tcrjlldl keeelakaan kebakaran 

h. Fa•llitas Tern pat Memastlkan KctCTSCdlaM Harus tcrscdla dan ,J ,J 
pcnylmpanan pcnybnpanan. kcndaraan mampu 
dan pcmcliharaan, dan tcrpclihara mmampung 
pcmcliharaan pcrbaikan dan ternwat dan sernua bus yang 
kcndaman kcndaman scbagal tempat dimlliki 
(poo0 parkir saat pcrusahaan 

kcndaraan t ldak anglcutan umum 
bcropcrasl sc:na 
tcmpat tcs 
kcndaraan 
sc:bclum bcropcrasl 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 
NO JE!1,1S URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UOARA UOARA 

I. Pengecekan Proscdur Untuk memastllcan SOP Horus tcrsedlB ,J ,J 
kendoraan yang pcngecekan bahwa kcndaraan Pemcrllc saan untuk sctlap 
akan kclalkan dalam kondisl slap kcndaraan 
diopemsikan kcndaraan guna operas! (SOO) 

scbclum 
bcropcrasi 

3. KENYAMANAN 
a. K&pasltas Jumlah Untuk Jumloh Paling dnggl 100% ,J ,J 

Angkut pcnumpang scsual mcnghlndar1 pcnumpang =ual kapasltas 
kapasnas angl<ut slruasl bcrdcsakan per kendaraan angl<ut 

schingga tcrdopat 
ruang IF&k yang 
nyaman bagi 
pcnumpang pado 
saat berdm 
maupun duduk 

b. Faslbtas utama II Tcmpat duduk Tcmpat duduk a) Suaunan (11 Sant Kondisl ,J ,J 
untuk pcnumpang tempat duduk normal seauai 
sauaijcnla kapaaltaa 
pc layanan yang (2) 01 saat Covid 
dlbcrllcan dcngan scsual dcngan 
retap protokol 
mcngutamakan kcschatan 
aspck keselamatan 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
bl Bahan dasar Tcrbuat dari busa ,J ,J 

tempat duduk dan bcrfungsl 
dengan balk 

cl Lebar rempat (I) Paling sedlldt ,J ,J 
duduk 400 mm 

(2) Paling sedlklt 
480mm 

(31 Paling sedlldt 
650mm 

d) Jarak antar Oiukur dan sis! ,J ,J 

tcmpat duduk depan sandaran 
icmpat duduk kc 
s1s1 belakang 
sandarun tempat 
duduk dt 
dq,annya: 
(I) paling sedilat 

650mm 
(2) paling l!Cdlldt 

850mm 
(3) paling sed11dt 

1200mm 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
ct Lcbar lorong (11 paling 8"dlldt ,J ,J 

(!JO ngwa!II 350mm 
(21 paling 8"dlldt 

400mm 
(3) paling scdlldt 

400mm 

2) Nomor tempat Urutan tempat a) Ketcrsedlaan a) Harus tcrse<tla ,J ,J 

duduk duduk unruk b) Bcnruk b) Nomor kursl 
rnemandu 
pcnumpang duduk 
sc.ualdcng;m 
nomor yang tenera 
dJ t!kct dan 
mcnclpu,,kan 
kctcrtlban dJ dalam 
kcndaraan untuk 
mcnghindarl 
pcnumpang aaling 
bcrcbut rempat 
duduk 

31 FasDltas Bcrupa ,endcla Jumlah semua bctfungsl ,J ,J 

sl rku las! udar a maupun kap di bctfungsl dengan balk 
baglan ataa 
kendaraan yang 
daoat dibuka/ 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
dltutup untuk 
mcnjaga su hu 
di ruangan tldak 
terlalu menyengat 
tcrutama pada saat 
cuaca panas 

4) Rak b8gasl Tcmpat untu k Kctcrsedlaan llarus tersed la " " mencmpatkan 
barang bawaan di 
dalam kcndaman 
dcngan aman dan 
Udak mcngganggu 
pcnumpang 

c. Fas1litas II Bagasl bawah Ruang khusus di Kctcrscdiaon Harus tersedla " " tambahan bawah ruang 
pcnumpang untuk 
mcnylmpan b8mng 
dengan ukuran 
besar dan prloritas 
untuk 
pcny!mpanan kuniJ 
roda 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
21 Bagnsl Dolam Ruong khusus di Ketcnedloon Harus tcrsedlB ,J 

dalam ruang 
pcnumpang untuk 
mmylmpan barang 
dcngnn ukuran 
kccil don dopat 
acbagnl priontas 
untuk 
pcn)'lmpanan kursl 
rodo 

3) Fasllillls Berupa tcmpat Kctcnediaon Harus tersedta ,J ,J 
kcbersihan sampoh don/atau paling sediklt 

\cantung kcnos 2 (dua) buah 
plastilc tempat sampoh 

dllclllklcan di 
baglan dcpan don 
belakang 
kcndaman atau 
I (satu) bu11h 
kantung kertas 
atau plastik 
dilclllklcan pada 
sellap tempat 
duduk 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
4) Koca fllm Untuk Persentase Paling gclap 40% ,J ,J 

menghlndari kegclapan 
cahaya langsung 
darl matahari 

S) Samoa visual Sebaga, sarans KctcrS<!dlaan llarus tcrscdla ,J ,J 

audio hlburan untuk 
dltempatkan di pcnumpang 
ruang 
pcnumpang 

6) Oorden Berupa kaln Kctenedlaan Harus terscdla ,J ,J 

pcnurup kaea 
aampmg untuk 
mellndungi 
pcnumpang don 
sinar matahari 

7) Pengatur suhu Fasilitaa pengntur al Keterscdiaan a) Haru a tersedla ,J ,J 
ruangan suhu di dalarn b) Suhu don ber fu ngsl 

ke ndaraan dengan balk 
menggunakan AC b) Suhu dolam 
( air eondilio.......yj kendaman 

20·22'C 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
8) Reelining SMt Mcrupnkan tempat Ketcnedlann Harus tcrsedla ,J ,J 

(RS) duduk yang dapat 
dlatur 

4. KETER.JANOKAUAN 
a Akacsibilltas Membcrikan Untuk membcrikan Singgnhdi Tidak mcnaiklwn ,J ,J 

pclayanan scsual kcpnstian termlnalj ntlk pcnu mpang di 
dcngan rute yang pclayanan kcpnda scsual dengen sembarang tempat 
telah dltcntukan pcnumpnng pcrizlnan 

sampai tujuan 

b.Tarif Blayayang Untuk mcnjam111 I) Dltetapkan Sesual ketetapan " ,J 
dlkcnakan kclangsungan pcmcrlntah 
pcngguna jasa h1dup pcrusahaan untuk subsldl 
unruk satu kall angkutan umum 21 Ditetapkan 
pctjalanan dcngan tetap olch operator 

ml"111pcrhatlkan untuk non 
daya bell subsidl 
masyaralwt 

5. KESETARAAN 
a. Pclayanan I) Pl:m bcrlan Oibcrikan bag! Kemudahan Tcrlayanl ,J ,J 

Pricritas prioritas untuk pcnumpnng 
membcli tiket pcnyandang cacar, 
dan memOih manusUl usia 
tcmpat duduk lanjut, nnak-anak, 

maunun wanita 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
21 Pcm bcrlan ham II 

pnoritas na!k/ 
rurun 
kcndaraan 

b.Ruang Ruang khusus di Untuk mnnberlkan Kct~diaM llarus tcrscdla v v 
Pcny!mpanan bag110t untuk kcmudahnn bagl 

pcnyimpanan pcnumpang 
kursl roda pcn881Jna kursl 

roda 

6. KETERATURAN 
a. lnformasl lnformasl yang Agar calon I) Bentuk I) Bcrupa v v 

pelayonan dlsampaikan di pcnumpang dapat 21Tempat papan/stlkcr 
loket kepada ca!Ofl mcngarur rencana 3) Kondisl lnformasi 
pcnumpang. palfng pcrjlllanan sesuaJ 2) Pcnempatan 
oedtldt memuat: dengan mudah tcrbaca 
I) Jadwal kemampuannyo dan eepat serta 

kedatangan jclas tcrUhat 
dan 3) Kondisl bailc 
keberangkntan; dan/atau 

2) Tar!f; berfungsl 
3) Nama 

Terminal/tJdk 
yang dilayanl; 
dan 
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JENIS SIMPUL KETERANOAN 

NO JE!l,15 URAIAN F\JNOSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ SE LAIN BANDAR JUMLAH BANDAR UDARA UDARA 
4) Tra)"'k yong 

dilayonl 

b. lnformosl lnformasl kepoda M<mberikan Tclinbrmaslkan ~umpang 
gansguan petugas terminal lnbrma,l mengetabut tcrjadl 
pcrjalanan bus dan calon kedatangan dan p.ngguan 

pcnumpang keberangkatan perjalanan 
apabila tcrjadl kc ndaraan serta 
gangguan pen)"'bab 
perjalanan bus gangguan 

e Klncr:,a Agar kendaraan Umur kc:ndaraan Paling tinggl umur ,J ,J 

opcraslonal bcropcrasldcngan kendaraan 10 
cfisien dan (scpuluh) tahun 
ckonomis atau dueiapkan 

pcm berl inn sesual 
dcngan kond.tal 
daerah 
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NO JEl'\1S URAIAN FUNQSI INDIKATOR NILAI/UKURAN/ KETERANOAN JUMLAH 
I. KESELAMATAN 

a. Peneemudl 
I) Kondial fiaik Progemudi dalam keadaan Sebllglll buku pengemudl Se hat a) Memilikl aerti&kat 

aehat &sik don mental dalarn kcndts] aehat Vaksln Couid· 19 
bl Surat keterangan 

berbadan sehat dart 
dokter sebap 6 
(enam) bulan sekali 

2) Kompetensi Progemud I memiliki Pengcmudi mengertl Telah mengikutl MengikutJ pelatihan/ 
pengetahuan mengcnall rure ettka berlalu bntas pelanban pen}qaran paling 
pelayanan, tanggllp darurat, sedikit I (satu) kall 
don pelayanon dolam setahun 

3) Jam istD'ahat P,:ngemudi WBJib isurahat Untuk menjagll 8gllJ' Kondisi Diterapkannya Jam 
palu,g lama 15 Oima belas] kondlSI pengemudt tetap penge mudi pruna istimhat pengemudl 
menlt setelah prim a 
mengemudllcan kendoraan 
selama 2 (dull) jam bertu rut· 
tu rut 

b. Lampu senter Alat bantu penerangnn Sebagnl alat ban tu Keteraedlaon Paling sediklt 2 (dua) 
penerangan pada saat unit 
darurat 

11. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANQKllfAN ORANQ DENOAN KENDARAAN BERMOTOR UMIJM TIDAK DAI.AM TRAYEK PADA 

KAWASAN STARTEOIS NASIONAL 
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NO JEl\1S URAIAN FUNOSI INDIKATOR NILAI/U KIJ RAN/ KETERANOAN JUMLAH 
c Fasllitas Berupa kotnk pcrlcngkapan Dlgunakan unruk Kctcncdlann Paling scd11dt I (seru] Kondlsl 

kcschntan pertolongan pcnnma pada pcnangnnan darurat kou,k perlcngkopan dnlrun In yak 
kccelakaan (PJKJ kccelakaan penolongnn penama pakal dnn 

pada kecelakaan (P31() tldak 
bcrisl: kndaluarsa 
I) kassa stertl; 
21 pleater percknt, 
3) anti septik; dan 
4) gunting !&Jam 

d. Pmtu dan/atau Berupa plnru dan/atau sebagi,I pin tu kcluar Kcterscdlaan Harus terscdla di seuap 
jcndcla darurat jcndcla darurat yang darurat pada saat tcrjadl kcndnrann 

mcmungldnkan dilcpaa padn kccelaknan a tau 
aaat tcrjadl kccclnkaan kcbaknran 

c. Pmtu kclunr Plnru kcluar dan/atRU Unruk mmjam1n Kcterscdlan dan Dapat bcrfungsl dengan 
dan/atau maauk masuk penumpang harua keselamatan pcnumpang Berrungal baik 
penumpang tertutup pad a saat 

kendaraan bcrjalan 

r Ban Ban de pan tldak Unruk menjarnin Ban dcpan yang Ban dcpan tldak 
diperbolchkan mcnggunakan kcsclamatan terpasang bukan vulkania1r 
ban vulknnialr vulknnisir 

g. Rel gordcn di Posis! rel golden yang Mcmporc:epat prosn Posis I rel gordcn Posis! rel golden 
Jendcla terpasang ddak mengganggu cvah.ansl d ipaaang pada s!sl terpasang pada alsl 

cvakuasl apabila !Ct)Bdl jendela paling jendela pahng atas 
keadaan darurat (pada aaat atns 
kaca harus dl-hkanl 
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NO JEl\1S URAIAN FUNOSI INDIKATOR NILAI/U KIJ RAN/ KETERANOAN JUMLAH 
h. Alat pembatns Alat pembatas keeeparan Untuk mcngendallkan Terpasangnya alat Dapat bcrfungsl dengan 

kecepatan yang dlpasang pad a keeepemn pembatas balk 
kendaraan angkutan umum kecepatan 

I Pegangan rangan P'ffllasanpn pcpngan Sebagal tempat peganpn Terpasangnya Terpasang 
(hand grip! tangan (hand grip! pada pcnumpang yang berd fr! pegangan tangan 

aandaran tempat duduk apabila terjadi pada aetiap 
sepanjang setasar (gan81 pengereman mcndadak sandaran tempat 

duduk ... , 
sebelah kiri dan 
kanan kursl 
tcrluar 

J. Pin tu keluar ll Untuk mesln bus yang Mendorong pengemud, fl Tidak Tldak tcrpasang 
maauk berada di belakang tldak lcblh bcrtanggung jawab tcrpasangnya 
pengemudl ada plntu pengemudl tcrhadap penumpang pin tu 
sckumng- 2t Untuk mcsln di depan, dnlam mcngopmalknn pengemudi 
kumngnyn untuk ptntu hnnya bolch kendaraan 21 Tidal< 
bus scdnng dlgunalcan tcknisl tcrpasang 

k. Alat pemukul/ Bcrupn marttl yang Memccahkan kaca Ketcrsedlaan I (satu) pada sctiap I 
pcmccah kaca dilctakkan di jendela atau kendaraan pada saat (satu) jendela 
(martJlt tern pat yang mudah keadaan darurat 

dljangkau olch penumpang 
pada saat keadaan darurat 
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NO JEl\1S URAIAN FUNOSI INDIKATOR NILAI/U KIJ RAN/ KETERANOAN JUMLAH 
I Alat pemodam Tabung pcmadam apl yang Memndrunkan opf dengan Ketersedlean. 2 (dua) tabung denpn 

apl rlnpn (APAR) wajlb dllctakkon df dalam cepot kc Ilka tcrjodf bcnu mosfng-mosfng 3 
kcndamon kcbakaran kg dan tabung d1bcr! 

warne mencolok/ 
rellekllf 

m. Kcllatrlkan Kabel llstrik untuk faailftas Untuk menyalakan audio Tc=dta. Kabel sesua! SNI 
untuk audio pcnunjong sysrem. Jam dlgftal, slot (Standar Nasional 
visual yang papon trayek (LED) dan lndOnC$la) 
mcmonuhl bcl pcnumpang 
Standar Nasiontli 
Indonesia (SN() 

n. Sabuk Sabuk kcselamatan minimal Untuk mcnJamln Tcrsedla Tcrpasangnya sabuk 
keselamatan 2 [dua] bilk (Jangkarj poda keselamatan semua kcsclnmntan minimal 2 

scmuatcmpntduduk penumpnng (dual titik (Jnngkorj 
pod a semua tcmpot 
duduk 

o. stsrem navlgasl Untuk memantsu postal Untuk mcnjamin Tc=dta. HaNS tcrpasang I 
global (global kcndnraon. keselamatan scmua [satu] set 
posidonutg pcnumpang. 
system) 
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NO JEl\1S URAIAN FUNOSI INDIKATOR NILAI/U KIJ RAN/ KETERANOAN JUMLAH 
p. Slstcm e-logbook Dota don ldent!tas Untuk mengetahu; data Telah terdaftar Harus terdaftar 

pengcmudl dan ldentltas peng,:mudl dalllm slstem e- 
logbook Dlttktorat 
Jenderal 
Perhubungan 
Darat 

q. FasJlitas Tern pat penylmpanan, Mcmaatlkan kendaraan Ke1ersedlaan Harus tcnedla dan 
pcnylmpanan pemcli haraan, dan tcrpclihora dan terawat, mampu mcnnrnpung 
dan perbaikan kcndaraan setta sebagal tcmpat sernua kcndaraan yang 
perncl lhar aan parldr saat kcndaraan diml61d perusahaan 
kcndaraan tldak bcroperasl, dan angkutan umum 

tempat tes kcndaraan 
se belum beroperast 

r Pcngccekan Prosedur pengeeekan Untuk mcmaatiknn SOP prmeriksaan Hanis tersedla untuk Pcngccekan 
terhadap kelaikan kendaraan sebelum babwa ke ndaraan dalam setJop kendaraan dilakukan oleh 
kendaraon yang beropcmai kondlsi slap guna operas! petugas yang 
akan (SOO) memililo 
dlopemsikan kompetensl 

untuk 
menjomln 
kcndoraan 
laik operas! 
(Pet-aturan 
Pemerintah 
Nomor 55 
Tahun 2012 
ten tang 
Kendaraanl 
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NO JEl\1S URAIAN FUNOSI INDIKATOR NILAI/U KIJ RAN/ KETERANOAN JUMLAH 
s Asuransl Merupakan kcwajiban Untuk men Jamin Mcnglkutl Buktl pembayaron 

kecelakaan lalu pc,-usahaan angkut.an pcnggandan blaya yang program asuransl progrom asuransl 
llntas umum dalam mclaksanakan dillkibatlcan karena kecelokaan lalu kccclakaan lalu llntas 

pclayanan angkuran adanya kccclakaan lalu llntas, pada setlap kendaraan 
llntas pad a saat bagl: 
pclayanan I) penurnpang; 

21 pcngcmudi; dan 
31 plhak ketigi, 

t. Umur kcndaraan Batas maksunal umur Untuk mengutamakan Umur makslmal Paling dngg, 15 Pima 
kcndaraan yang dlizinkan keselamatan dan betas) tahun 
untuk beropcmsl kcnyamanan pcnumpang 

dalam pclayanan 

2 KENYAMANAN 
a. Kapasltas Jumlah pcnumpnng SC11U&l Agar tcrscdla ruang geralc Jumlah Paling dnggl 100'4 

angkut kaposltas angkui yang nyamo.n bag! pcnumpang per SC11Uai kapasltas angkut 
pcnumpang poda saat kendaruan 
bcroda dalam kcndaraan 

b. Fasllltas utama I) Pengatur suhu ruangan. Fasilitas pcngi,tur suhu a) Kclenediaan al Tcrscdill dan 
di dalam kcndaraan b) Suhu bciiung.,l dengi,n 
mcnggu nakan AC (air balk 
conditioner untuk b) Suhu dalam 
mcmbcrikan kcndaraan 24'C26'C 
kcnyamanan kcpada 
penumpang 
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NO JEl\1S URAIAN FUNOSI INDIKATOR NILAI/U KIJ RAN/ KETERANOAN JUMLAH 
2) Ba~isl Ruang khusus di bnwah Kctcncdlaan Horus tcncdla 

ruang pcnumpang unruk 
mcn)'impan barang 
dcngan ukuran besar 

3) Fasilitas kcbcrslhan Bcrupa tcmpat sampah Kctcncdlaan Harus rersedia paling 
dan/atau lcanrung kcrtas sediklt 2 (dua) buah 
atau plastik diktak\can di bnglan 

de pan dan bclakang 
kcndaraan atau I (satu) 
buah lean tung ken as 
atau plastik dllctaklcan 
pad a sctiap tcmpat 
duduk 

e, Faalhtas I) Saran a visual audio S.,bagal sarana hiburan Kctcncdlaan Harus tersedia paling 
tambahan ditcmpatkan dJ ruang untuk pcnumpang sediklt I [saru] set 

pcnumpang 

2) Oordcn Bcrupa pcnurup lcaca Ketersedlaan Harus tcncdla 
samplng untuk 
mclindungi pcnumpang 
dari sl nar matahari 

d. Larangan Bcrupa suker dcngan Mcmbcrucan Ketcncdlaan Harus tcncdla 
mcrokok Tullsan "Dilarang Mcrokok" kcnyamanan kcpada 

penumpang 
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NO JEl\1S URAIAN FUNOSI INDIKATOR NILAI/U KIJ RAN/ KETERANOAN JUMLAH 
e. Mcmahoml 111,ngcmud I dlhoropkan Agor pcrjolonan mcnJadl Pcng,emudl lulus Lulus tes 

wdayoh operas! mcngctahul lok.osl lolcosl eflslcn darl scgj wokru tes yang dtodakan 
uiamo dan mcmohoml rute- don bloyo pcrusohaan 
rutc yong harus dilolul 

3 KESETARAAN 
a. Pclaywtan Pcmbcnon priontns naJk/ Dibcnkan bag! Kernudahan Tcrlayani 

prioritas rurun kcndaraan pcnumpang pcnyandang 
ate at, manusia USUl 
lanjUt. anak-anak, 
moupun wonlta homll 

b. Fasil1tas Alot banru no.ik dan turun Untuk mcmberikan Ketersediaan Harus tersedia 
akscslbllitas kcndoraon kcmudahan bagj 

pcnumpang pengguna 
kursl roda 

c. Tcmpat Pcmbcnan tcmpat untuk Untuk mcnyimpan kuni Ketersedtaan Harus tersedia 
pc nyi mpanan pcnyimpanan kurs1 roda rod a bagj pcnyandang 
kursl roda dlsabllltas. manuslo usla 

lanjut 

4 KETERATURAN 
a. Waiau Mcmbcrik.on pelayanan McnJamln kcpastian Kctcpatan woklu Tcrlayani 

pclayanan ...,.ual dongan pcmesanan pclayanan kcpada pclayanan 
pemesan 

2
0
2
1
, N

o
.1

1
7
4
 

-4
4
- 

w
w

w
.peraturan.go.id



NO JEl\1S URAIAN FUNOSI INDIKATOR NILAI/U KIJ RAN/ KETERANOAN JUMLAH 
b. lnfonnasl Mcnyedlaknn lnbnnasl MenJamln kepastlan Kctepatan Terlnyanl 

pclayanan pclayanan sesua! dengan pelayanan kepada lnfonnasl 
pcmesanan pemesan pclayanan 

c, lnfonnasl tnformasl kepada cal on Mem berllcan lnformasl Bcntuk Bcrupa pcsan darl 
ganggunn penumpang apabila terjadl kedatangan dan pcngemudl yang 
pcrjalanan gangguan pcrjalanan ballc kcberangkatan dlsampallcan kcpada 

pada saat sebclum berjalnn kcndaraan sen a calon pcnumpong dan 
maupun pad a saat dallun pcnyebab gangguan perusahaan 
perjalanan 
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NILAI/U KU RAN/ JENIS PF.:LAVANAN KETERANOAN 
NO JENIS URAIAN FUNOSI INDIKATOR NON JUMLAH RKONOMI EKONOMJ 
I. KEAMANAN 

a. ldenntas I) Papo.n/stllccr Sebogal ldcntitas Ketersedlaan Harus tcrscdla ,; ,; 
pcngcn,udl lnbrmasl pengemudi agar 

mengenat dllcetahul 
nama pcnumpang 
pengemudi 
yang 
dltcrnpatkan di 
ruang 
pengemudl 

2) Scragam awak 
kcndaraan 

31 Terdafiar dJ 
sistem e- 
logbook 
Oirektcrat 
.Jenderal 
Pcrhubungan 
Dorat 

b. ldcntitas II Tanda khusus Mcmudahkan Kctcrscdlaan Harus tcrsedla ,; ,; 
kcndaraan dcngnn tulisan pcnumpang 

"ANOKUTAN mcngidcntifikasl 
KAWA SAN" kcndaraan yang 
dltcrnpatkan dhumpangl 
no>da dlndln~ 

In. STANDAR PELAVANAN MINIMAL ANGKl!TAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAVEK DI KAWASAN 

TERTENTU 
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NILAI/UKURAN/ JENIS PELAYANAN KETERANOAN 
NO JENIS URAIAN FUNOSI INDIKATOR ~o~ JUMLAH EkONOMI EKONOMI 

kiri dan kanan 
Kmdaraan 
scrta namn 
kawasan yang 
dllayanani 

2) Dilmgkapi 
dcngnn logo 
dan nama 
perusahann 
yang 
dllcmpatkan 
pada pinru 
dcpan bagian 
tengah sebelah 
kiri dan lcanan 

c. lnformasi nomor Nomor tclcpon Digunakan Kctmscdiaan Horus tersedta ~ ~ 
pengaduan pengaduon masyamkat untuk 

pelayanan mclaporkan 
ongkutan pmgaduon kepada 
kawasen, pcrusahaan 
permuk&nan, yang apabila ada 
dltcmpelkan pada : kcjadian yang 
I) baglan kiri mcrugikan 

daiam kabin maupun 
de pan; mcmbahayakan 

2) baglan kui dan pm um pang 
lcanon dalam 
kabin belakana 
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NILAI/UKURAN/ JENIS PELAYANAN KETERANOAN 
NO JENIS URAIAN FUNOSI INDIKATOR ~o~ JUMLAH EkONOMI EKONOMI 
2 KESELAMATAN 

a Pcn.,.mudi 
I) Kondl1i Fllik Pcngemudi dalam Scbagai bukti Sc hat a) Mcmillki ' ' kcadaan sehat pcngcmudi dalam scrtifikot 

fisik dan mental kondisi Khat Voksin Covid· 
19 

bJ Surat 
keterangan 
berbadan Khat 
dari dokter 
1e1lop 6 (cnam) 
bulan sek all 

21 Komp«cnsl Pcngcmudi Sc bagai buk tl Telah mcnglkutf Mcngilrutl ' ' mcmOikl pcngemudl pclatlhan pcllltihan/ 
keterarnpllon mengeru tata ca,a pcnyqiaran paling 
mengcmudi dan etika berlalu scdikit I (satu) kali 
kc ndaraan sea uaJ llntas dalam setahun 
dengan jerus 
kendaraan 

J) Jam istlmhat Pcngemudi Untuk mcnjaga Kondlsl Ditcrapkannya Jam ' ' wajib istirahat agar konclisl pengemudi 1stirahat 
paling lama 15 pcngcmucli tctap pnma pcngcmucli 
(limo bclas) prima 
mcnlt setelah 
mengcmudikan 
kendaraon selama 
2 (dua) jam 
berrurut-rurut 

2
0
2
1
, N

o
.1

1
7
4
 

-4
8
- 

w
w

w
.peraturan.go.id



NILAI/UKURAN/ JENIS PELAYANAN KETERANOAN 
NO JENIS URAIAN FUNOSI INDIKATOR ~o~ JUMLAH EkONOMI EKONOMI 

b. Pcngccckan Pros<dur Untuk memaatikan SOP Hruus tersed ia v v 
terhadap pcngccdcan bahwo kendaraan pcmc riksaan untuk set lap 
kcndoraan yang kclalkan dalam kondisl slap kcndoraan 
akan kcndoraan guna operas! (500) 
dlopcraslkon sc,bclum 

bcropcrasi 

I) Plntu kcluar Plntu kciuar Untuk mcnjamin Kctcrscdiaan dan Oapat bcrfungsl v v 
don/ atau don/atau masuk kcadamatan bcrfungsi dengan balk 
masuk pcnumpang harus penumpang 
~um pang rerturup pada aaat 

kcndoraan 

2) Ban Bnn dcpan tidok Untuk me njarnin Ban dcpan yang Ban dcpan tldak v v 
dlpcrboh,hkan keselamaran terpasang bukan vulkanislr 
menggunokan ban vulkanisfr 
vulkanlslr 

3) Rel korden Poslsi rel garden Mcmpcrcepat Poshi rel gorden Posis! rel gordcn v v 
(garden) di yang terpasang proses cvakuaal dipasang pada tcrpasang pad a 
jcndcla tidak mcn~nsgu sis I jendcla sisl jcndcla paling 

cvakuasi apabita pallngatas atas 
terjadl kcadoan 
dorurat (pada saat 
kaca harus 
dlpccahkan) 
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4) Aini Alai pembatas Untuk Terpasangnya On pal bcrfungsl ' ' pembatas kecepatan yang mengendahkan nlnl pembatas de ngan bark 
keoepatan dipasang pada kecepatan kecepatan 

ke ndaraan 
angkutan umum 

5) Pcgangpn Pemasnngpn Scbngpl ternpat T<rpnsangnya Tcrpasnng, kccuali ' ' tangan (hand pegangan tangan pcgnngan tangan pcgangan tangan untuk mobil 
!,'rip) (hand g~ pada pcnumpang hand g~ pada kuno/antik 

sand a ran tempat apabiln lnjndl actiap sandaran 
duduk pcngereman tempat duduk 

mcndadak sis! scbclah kiri 
dnn kanan kursi 
tertuar 

6) Plntu kcluar a) Un1uk mcsln Mcndorong a) Tidnk Tldak 1crpasnng ' ' masuk mobil pcngemudi lcblh terpasangnya 
pcngcmudl pcnumpang bcrtanggung Jawab plnru 
~kurang· yang bcrada di 1tthadap pcngemudl 
kurangnya bclakang 1ldak pcnumpang dalnm b) Tldak 
untuk mobll ada pin tu mcngopcraslkan rerpasang 
pcnumpang pengemudi kendaraan 

b) Untuk me sm 
<li dcpan, pintu 
hanya bolch 
<ligunnkan 
1cknlsl 
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71 Aini Bcrupa rnartil Memccahkan kaca Kctcrscdioan I (satu) pad a ' ' pemukul/ yang dlletakkan di kendaraan pad a set lap I (satu) 
pemecah jendela a tau sant kcadaan jcndcla 
Jwca (mart ill tempat yang dorumt 

mud ah dijangknu 
ol<h pcnumpang 
pada saat keadaan 
darumt 

81 Aini Ta bung pemadarn Memadamkan apl Kctcncdiaan 2 (dua) tabung ' ' pemadam apl Bpi yang wajib dengan cepet dengiin bemt 
ring an dllctakkan di keuka terjadl rnastng-maslng 3 
(APAR) dalam kendaman kebakamn kg dan ta bung 

d1beri wama 
mencolok/ refkk df 

91 Kellstrlkan Kabel Ustrik untuk Unruk mcnyalnkan Terscdla Kabel sesual ' ' unruk audio faslBtas penunjang audio system, pm standar naslonal 
visual yang digital, slot papan Indonesia (SNI) 
mcmenuhl trayck (LED) dan 
standar beJ penumpang 
na.sional 
indoneaia 
(SNI) 
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10) Snbuk Sabuk Untuk rne njarmn Tersedla Terpaaangnya v v 
kese lama tan kcselamatan keselamatan sobuk 

mlnunal 2 (duat semua penumpang keselamatan 
t1til< jnngkor pada minimal 2 (dua) 
semua rempat Utile Unngkarj padn 
duduk scmua tcmpat 

duduk 

11) Slstem Untuk me man tau Untuk rncnjamin Tersedia Harus terpasang I v v 
navigasi poslsl kendnmnn keselamatnn [satu] set 
global (global scmua penump11ng 
positioning 
sys rem) 

12) Lampu Alat ban tu Sebagal alat bantu Terscdla Harus terpasang I v v 
sent er penerangan pcnerangan pad a (satu) SCI 

saat darumt 

c. Fasilitas Tempat M~mastikan Kctmocdiaan Harus tersedja dan v v 
pcnylmpanan penylmpanan, kcndaraan Mampu 
don pemcllharaan, dan terpclihara don mcnampung 
pcmcllhamnn perbolkan terawat, sen a semua kcndaman 
kcndaraan (pool) kcndaraan sebagal tcmpat yang d1mUlld 

parldr saat perusahnan 
kendaraan tidak angkutan umum 
berope rasl, dnn 
tcmpat tcs 
kendaraan 
aebclum bcro-mal 
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d. Umur Batas maksimal Untuk Umur Paling tmggi 25 ' ' kendaraan umur kendarnnn mcgutamaknn mnkslmnl (dun puluh limn) 
yang dtizmkan keselarnatan dnn tahun, kccuali 
untuk bcropcrnsl kcnyamannn untuk mobil 

penumpang dnlnm kuno/nntik yang 
pclayannn lCfflWtU 

3 KENYAMANAN 
a. Knpa111as Jumlah Untuk menjamin Jumlah I) Paling tmgg! ' ' angkut pcnumpang sesual kenyamanan pcnumpang per 100•-11 sesua! 

kapasltas pcnumpang kendaraan kapasttas 
Angkut anglc\11 

2) Di saat Covid 
sesua: dcngan 
protolcol 
kcschatan 

b. Faslbtas Bcrupa jendeta Untuk menjarnin Jumlah Sernua bcrfungsl ' ' strkulas.i udara yang dapat dibuka kenyamanan bcrfungsl dengan balk 
dan ditutup pen um pang 

c. Pengatur suhu rnsllltas pengatur Untuk membcrlknn I) Kctcracdioan I) Ha.ru a tersedia ' ' ruangan suhu di dnlam kcnyamannn 21 Suhu dan bcnungsl 
kcndarnnn kcpada dengan bark, 
menggunakan AC penumpnng kecuall mobll 
( air cond i lion t7j kuno/antik 

yang terawat 
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21 Suhu dalam 
kendaraan 
20·c-22·c 

d. Lamngan Berupa sttker dan Unruk memberll<an Tersedla dan Harus tCl'Sedla v v 
mcrokok dengan gambar kenyamanan terpasang paling sedlldt 2 

dan/ a tau tulisan kepada dengan balk (dua) buah 
·onarang penumpang ditempatkan pad a 
Mcrokok" ruang penumpang 

pad a kaca 
samplng kanan 
dan samping kiri 
kendaraen 

•• Memahaml PcngemudJ Arµ perjalanan Pengemudl L.ulus res v v 
OPC1'8Sl wllayah dlharapkan menjadl efislcn lulus tes yang 

mengerahut dart segl waktu dladakan 
lokasl·lokasl don b!aya perusahaan 
utama dan 
memahaml 
rute-rute yang 
harus dilalui 
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4 KESETARAAN 

a Pclayanan Pembcrian Dlbcrikan bagl Kcmudahan Teriayanf v v 
priorftas prloritas penumpang 

nafk/turun penyandang caear, 
kendaraan manusta USU\ 

lanju1, anak-anak, 
maupun wantta 
hamil 

b. Aksesibil1tas Mcmberikan Unruk mcmberikan Mudah Terjang.kau dari v v 
kemudahan bag, kcmudahan dljangkau seg, waktu dan 
penumpang un,uk pclayanan 1anf 
mcndapatkan 
layanan 

5 KETERATIJ RAN 
a. Waktu operas! Waktu operas! Unruk menjamln Ketersedfaan Harus tersed la " " Ke1ersediaan 

angkutan orang di pcmenuhan saat Jam slbuk 
kawasan tertenru keburuhan dlscaualkan 

penumpang dengan 
kcndisl 
wilayah 

b. lnfonnasf lnfonnasl yang Agarealon Bentuk Papan/Sliker " " pelayanan dlsamp&ikan di penumpang dapa, lni>nnasl yang 
lolm kcpada calcn mengarur rcncana mud ah terl!ha, 
penumpang, perjalanan sc,sual oleh penumpang 
paling sedikit dengan 
memuat, kemamnuannva 
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BUOi KARYA SUMAOI 

ttd 

MENTERIPERHUBUNOAN 
REPUBUK INDONESIA, 

NO JENIS URAIAN FUNOSI INOIKATOR NILAJ/UKURAN/ JENIS PELAYANAN KETERANOAN 
JUMLAH EKOr<OMI NO~ 

II jadwal 
EKOl«>MI 

kedatangan 
dan 
kc berangkntan 

21 tanf, dan 
31 1rayck yang 

dllayanl 
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